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Vaksin Berbayar

MASALAH pandemi dan penyakit menular
iNni pun bukan Mmerupakan persoalan individu,
melainkan menjadi masalah seluruh warga
Nnegara. Bahkan, pandemi Covid-1.9 ini
menjadi permasalahan global. Karenanvya, pe-
merintah berkewajiban memberikan vaksin
gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

I tengah ancaman virus Covid-19

yvang semakin menggila, mmuncul

program vaksinasi Covid-i19 berbayar

atau vaksin gotong rovong (VGR) un-

tuk individu. Padahal, semula VGR

itu hanya dibebankan kepada perusa-—
haan swasta dan akan diberikan secara gratis kepada
Prara karvawannya.

Sebagaimana diberitakan harian ini, Senin
(1=2/7/2021), Badan Usaha Milik Negara (BUMIN) yvakni
PT Kimia Farma Diagnostika siap memberikan VGR in-
dividu untuk masvarakat di Jawa dan Bali. Untuk prog-
ram ini, Kimia IFarma mengalokasikan 1,5 juta dosis
vaksin. Kebijakan itu myuncul setelah terbit Peraturan
Menteri Keschatan WNomor 19 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Covid-19. Seseorang bisa membeli sendiri
vaksin Covid-19 melalui VGR individu.

Pemerintah pun telah menetapkan harga vaksin dosis
lengkap Sinopharm berbayar untuk individu sebesar Rp
879.140 per orang. Ilarga tersebut sesuai dengan Ke-
putusan Menteri Kesehatan WNWomor HK.0o1.07/MEIN-
KES/4643/2021. Dengan rincian, harga vaksin per do-
sis Rp 321.660, ditambah dengan harga layanan Rp
117.910, sehingga harga per dosis vaksin yvang dibeban-
kan kepada individu seharga Rp 4390.570 per dosis.

Program vaksin bebayar bagi individu ini pun menda-—
pat penolakan dari banyak pihak. Salah satunya dari
Ketua Pengurus Yayvasan Lembaga Konsumen Indone-
sia (YLKI), Tulus Abadi. Menuruitnya, vaksinasi berba-
yvar tidak etis dan harus ditolak. Pasalnva, hal itu di-
lakukan saat masyarakat masih terdesak pandemi
Covid-19 yang mengganas.
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r Penolakan serupa disampaikan Anggota Komisi ITX
PR RI Wetty Prasetivani. WNetty meminta pemerintah
menglkaji kembali program vaksin berbayar. Pemerin-
tah jangan mencari untung dari rakyat. Vaksinasi untuk
mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah
tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat-
nyva. Maka, setiap individu harus mendapat akses yang
sama dan merata melalui vaksinasi gratis.

Oleh karenanya, pemerintah hendaknya lebih fokus
dalam menyelesaikan program vaksinasi nasional ke-
timbang membuka opsi vkasin berbayar. Pemerintah
harus gencar berinovasi dalam menyelenggarakan
vaksinasi, serta memperbanyvak tenaga vaksinator dan
menambah kuota vaksin di daeralh.

Apalagi, pemerintah masih menghadapi berbagai
kendala dalam mencapai target vaksinasi sebanyvak 1 ju-—
ta//hari selama .Juli ini, dan =2 juta/hari pada Agustus
nanti. Masyvarakat masih banyvak enggan, bahkan meno-
lak untuk mengikuti vaksinasi. Untuk mengikuti vaksi-
nasi yang digratiskan saja masih banyvak yang menolalk,
apalagi harus bayvar. Karenanyva, pemerintah harus terus
mengedukasi masyvarakat tentang pentingnyva vaksinasi,
melalui berbagai media.

Perbedaan jenis vaksin gratis dengan vaksin vang ber-
bayar pun sangat mungkin akan mengganggu prograixn
vaksinasi nasional. Karena bisa jadi. masyarakat akan
semakin ragu dengan kualitas vaksin tersebu, sehingga
memilih untuk tidak mengikuti program vaksinasi na—
sional. Sementara untuk membeli vaksin berbayar,
tidak semmua orang rnarnpul.

Padahal, vaksinasi ini sangat penting sebagai salah
satu ikhtiar bersama dalam mevujudkan kekebalan
masyarakat (herd frmrmnwunity). Fal ini semakin mene—
saskan bahwa pemerintah harus hadir dengan meng-
gratiskan vaksin Covid. Setiap warga negara berhak
mendapatkan pelayanan vaksinasi gratis secara me-
nyveluruh. ITal itu sesuai dengan prinsip keadilan. Apala-
i, hal itu telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayvat (1)
TUUD 1945. Bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejah-
tera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayvanan kesehatan.”™

Masalah pandemi dan penyakit menular ini tentufnya
bukan merupakan persoalan individu, melainkan men-
Jadi masalah seluruh warga negara. Bahkan, pandemi
Covid-19 ini menjadi permasalahan masyaralkat global.
Karenanya, pemerintah berkewajiban memberikan
wvaksin gratis kepada seluruh masyvarakat Indonesia. Ji-
ka tidak, Covid-19 bisa menjadi penyakit endemik dan
memakan lebih banyvak korban lagi.

Apalagi, kita terus berkejaran dengan walktu, dengan
munculnya beberapa varian Covid baru. Sementara itu,
tenaga kesehatan semakin kewalahan. Rumah-rumah
sakit pun sudah penuh, sehingga program wvaksinasi
harus terus digenjot. Karenanya, janganlah berbisnis di
tengah pandemi vang semakin berat ini. Fokus saja
dengan program vaksinasi nasional sambil memper-
baiki berbagai kekurangannya._ ¥**%*
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